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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1. LATAR BELAKANG  

 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk 

mendukung perencanaan daerah.  

 Sesuai dengan amanat Undang-undang dan guna lebih meningkatkan keterpaduan 

dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah 

Kota Yogyakarta, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai 

unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan penyusunan dokumen 

perencanaan unit kerja, yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2018.  

 Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta didasarkan oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Pedoman 

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah 

(Renstra PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. 

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan 

rencana Program/ Kegiatan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2018. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM  

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah: 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara;Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008; 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
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6. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang- undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

9. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

10. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP yang berbasis Nomor 

Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 35 Tahun 2010 

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan. 

16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan 

Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta  2012-2016. 

18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 

19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

 

1.3. MAKSUD & TUJUAN   

1.3.1 Maksud 

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai 

pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
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Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen 

Penyelenggara Anggaran (DPA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun 

mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah. 

1.3.2. Tujuan 

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah adalah :  

 Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh pegawai Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan 

kebijakan Perangkat Daerah. 

 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya 

administrasi kependudukan melalui program : pelayanan administrasi perkantoran, 

peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya 

aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan 

keuangan, Pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. 

 Ikut serta mendukung program Pemerintah Pusat (Kemendagri) dan Pemerintah 

Provinsi berkaitan dengan Administrasi Kependudukan diantaranya KTP Elektronik, 

Pelayanan Penerbitan Akta, Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil hasil Pendataan Penduduk Rentan. 

 Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud 

pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan 

pembangunan daerah. 

 Meningkatkan partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan 

khususnya kepemilikan KTP Elektronik yang responsive berbasis gender. 

 Memantapkan penyajian data kependudukan yang valid, lengkap dan mutakhir 

dengan cara menvisualisasikan data administrasi kependudukan secara digital dan 

non-digital. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 
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BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

3.3 Program dan Kegiatan 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

  

 

2.1 PENCAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN LALU 

Pencapaian kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana termuat dalam Lampiran 

1 Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk 

menunjang dan melaksanakan peyananan publik bidang administrasi kependudukan 

telah dicapai dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Persentase capaian 

output kegiatan sebesar 100% dengan penyerapan anggaran mencapai 93,08% 

meningkat dari penyerapan anggaran tahun 2015 dengan persentase 92,11% 

.  

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan 

pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen peristiwa penting 

pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian  Standar  Pelayanan Minimal (SPM) yang 

ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 

2016 mengacu pada program nasional yaitu cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), cakupan penerbitan akta kelahiran dan tingkat ketepatan informasi data 

kependudukan pada pengguna, cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan penerbitan 

akta kematian. Berdasarkan Lampiran 2 Tabel 2.2 terlihat bahwa target SPM tahun 2016 

telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu untuk cakupan penerbitan KTP 

terealisasi 98,84 % yang berarti bahwa dari seluruh jumlah wajib KTP Kota Yogyakarta 

sebanyak 98,84 % telah memiliki KTP. Cakupan penerbitan akta kelahiran terealisasi 

94,06 % yang berarti dari seluruh penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 94,06 % telah 

memiliki akta kelahiran. Cakupan penerbitan akta kematian terealisasi 87,57 % yang 

berarti dari seluruh penduduk kota Yogyakarta sebanyak 87,57 % telah memiliki akta 

kematian, Jumlah cakupan penerbitan KK terealisasi 100%, berarti seluruh penduduk 

Kota Yogyakarta 100% telah memiliki KK. 

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan berupa capaian standar 

pelayanan minimal yang ditetapkan tahun 2016 maka untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat pada tahun 2017 ditingkatkan target capaian kinerja pelayanan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Standar pelayanan minimal cakupan 

penerbitan KTP ditingkatkan menjadi 100 %, cakupan penerbitan akta kelahiran 
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ditingkatkan menjadi 95,00 %, tingkat ketepatan informasi dipertahankan sebesar 100%, 

penerbitan KK sebanyak 100 % dan cakupan penerbitan Akta Kematian sebanyak 85,25 

 

2.3  ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

2.3.1 Kinerja Pelayanan Pelayanan Daerah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil.  

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dan sebagaimana seperti tersebut di atas Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat. 

3 (tiga) Bidang tersebut adalah: 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program bidang pelayanan 

pendaftaran penduduk. 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi  

a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di 

bidang pelayanan pendaftaran penduduk; 

b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naska dinas di 

bidang pelayanan pendaftaran penduduk; 

c. Pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitas program kerja di bidang pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang pelayanan 

pendaftaran penduduk. 

Bidang ini terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : Seksi Identitas Penduduk dan Seksi Pindah 

Datang dan Pendataan Penduduk. 
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Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan 

kegiatan dibidang Identitas Penduduk. Untuk melaksanakan tugas Seksi Identitas 

Penduduk mempunyai rincian tugas diantaranya adalah :  

a. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (KTP-EL), dan Kartu Identitas Anak (KIA), serta surat keterangan 

kependudukan lainnya di instansi pelaksana dan di wilayah; 

b. Melaksanakan Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta 

penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai rincian tugas diantaranya 

adalah : 

a. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran pindah datang 

penduduk WNI dalam wilayah Republik Indonesia; 

b. Melaksanakan pelayanandan penerbitan dokumen pendaftaran pindah datang orang 

asing dalam wilayah Republik Indonesia; 

c. Melaksanakan pelayanan dan pendaftaran pindah datang antar negara; 

d. Melaksanakan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan 

Penduduk Non Permanen.  

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan 

program dibidang Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di 

bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 

b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di 

bidang Pelayanan Pencatatan sipil; 

c. Pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi program di bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil; 

d. Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian program di bidang Pelayanan Pencatatan 

Sipil; 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang Pelayanan 

pencatatan Sipil. 

Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdapat 2 (dua) seksi yaitu terdiri dari Seksi 

Kelahiran dan Kematian serta Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan 

Pewarganegaraan. 
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Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 

pemberian bimbingan kegiatan di bidang kelahiran dan kematian. Untuk melaksanakan 

tugasnya Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai rincian tugas diantaranya adalah : 

a. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan kelahiran, lahir mati, 

kematian dan perubahan nama; 

b. Melaksanakan pelayanan pencatatan pembatalan akta;. 

c. Melaksanakan permohonan kutipan kedua, salinan akta, surat keterangan, bukti 

pelaporan dan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya. 

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Perkawinan, 

Perceraian, Perubahan Status Anak dan pewarganegaraa. Untuk melaksanakan tugasnya, 

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai 

rincian tugas diantaranya adalah : 

a. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan perkawinan, 

perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan 

status kewarganegaraan; 

b. Melaksanakan pelayanan pembatalan akta; 

c. Melaksanakan pelayanan permohonan kutipan kedua, salinan akta, surat keterangan, 

bukti pelaporan dan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya. 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program dibidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data . Untuk 

melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data  mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di 

bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 

b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di 

bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dan Pemanfaatan Data; 

c. Pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi program di bidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 

d. Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian program di bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 
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e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi kependudukan dan Pemanfaatan Data. 

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data terdapat 2 (dua) seksi yaitu terdiri dari  Seksi 

Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan.  

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 

pemberian bimbingan kegiatan di bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Untuk 

melaksanakan tugasnya, Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan  mempunyai rincian 

tugas diantaranya adalah : 

a. Melaksanakan jalinan komunikasi dengan pihak terkait dalam rang kerjasama 

pelayanan  administrasi kependudukan dan kerjasama pemanfaatan data 

kependudukan; 

b. Melaksanakan penyusunan dokumen kerjasama; 

c. Melaksanakan pengembangan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan dan 

kerjasama pemanfaatan data kependudukan; 

d. Melaksanakan perencanaan inovasi dengan membuat desain khusus atau sistem yang 

akan dilaksanakan dalam rangka pembangunan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan. 

Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi   

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai rincian tugas 

diantaranya adalah : 

a. Melaksanakan pembuatan bank data kependudukan dan back up data 

kependudukan; 

b. Melaksanakan konsolidasi data kependudukan dengan data center. 

c. Melaksanakan pengadaan perangkat keras pendukung pemanfaatan Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan; 

d. Melaksanakan penyediaan jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat 

kecamatan sebagai tempat pelayanandokumen kependudukan; 

e. Melaksanakan pemeliharaan jaringan komunikasi data; 

f. Melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil yang mendasarkan kepada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2016 

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, terdapat beberapa tugas pokok yang menjadi isu 

utama terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik dalam pengurusan dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain adalah : 

1. Pelaksanaan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan tepat waktu. 

Berdasarkan Peraturan Daerah  Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur jangka waktu penyelesaian 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil  sebagai berikut : 

a. Penerbitan KK diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja, 

b. Penerbitan KTP elektronik untuk pertama kali diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) 

hari kerja, 

c. KIA/Kartu Penduduk Sementara untuk pertama kali diselesaikan dalam waktu 4 

(empat) hari kerja, 

d. KTP Elektronik/KIA karna hilang/rusak diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari 

kerja, 

e. Penggantian KTP/KIA di selesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja, 

f. Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang 

diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja 

g. Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri dan Surat Keterangan Datang 

dari Luar Negeri diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, 

h. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas 

diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, 

i. Penerbitan Surat Keterangan tempat tinggal sementara diselesaikan dalam waktu 

4 (empat) hari kerja, 

j. Penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar, diselesaikan dalam waktu 4 

(empat) hari kerja, 

k. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diselesaikan dalam 

waktu 4 (empat) hari kerja, 

l. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari 

kerja 

m. Penerbitan Surat keterangan Lahir Mati diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari 

kerja 
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n. penerbitan Surat Keterangan Kematian diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari 

kerja 

o. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan diselesaikan dalam waktu 4 

(empat) hari kerja 

p. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian diselesaikan dalam waktu 4 

(empat) hari kerja 

q. Legalisasi Akta Pencatatan Sipili , diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, 

r.   Salinan Akta Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja, 

s.   Penerbitan Kutipan kedua Akta Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 4   

(empat) hari kerja. 

Tingkat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam 

penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah lebih cepat 

waktu penyelesaiannya sebagaimana ketentuan waktu penyelesaian yang diamanatkan 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

2. Terlaksananya kerjasama dan inovasi penyelenggaraan pelayanan publik  

3. Penyelesaian program nasional perekaman KTP Elektronik dan percepatan penerbitan 

akta kelahiran bagi masyarakat Kota Yogyakarta 

4. Terselenggaranya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dengan baik 

5. Terselenggaranya pelayanan penerbitan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil 

dengan baik. 

 

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah dan Tindaklanjutnya. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

1. Belum adanya Petugas Registra secara definitive di Kelurahan. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan bahwa Petugas Registra bertugas membantu Lurah dan Instansi 

Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Petugas Registra 

diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan. 

2. Belum tersedianya fasilitas pelayanan berupa meja pelayanan yang representative 

dalam pelayanan Administrasi Kependudukan bagi petugas Registra di Kelurahan. 

3. Belum terselesaikannya penyusunan SOP (Standar Operating Prosedur) di bidang 

Pendaftaran Penduduk. 
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4. Belum terselesaikannya pembentukan arsip digital untuk seluruh Akta-akta 

Pencatatan Sipil 

5. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang arti pengurusan dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan terbaru 

6. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelayanan Administrasi 

Kependudukan. 

7. Belum meratanya kemampuan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Yogyakarta di bidang Administrasi kependudukan. 

8. Masih adanya permasalahan- permasalahan penyelenggara adminduk bagi 

masyarakat yang bersifat lintas instansi. 

9. Belum tersusunnya aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan terbitnya UU no 24 

tahun 2013 

 

Terhadap berbagai masalah tersebut diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil menyusun rencana kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2014 dan secara 

berkesinambungan dilaksanakan pula pada tahun-tahun selanjutnya. Kegiatan tersebut 

antara lain berupa dilaksanakannya : 

a. sosialisasi tentang mekanisme dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan 

dan pencatatan sipil,  

b. peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat-diklat teknis,  

c. memaksimalkan koordinasi pelaksanaan adminduk dengan petugas di kelurahan dan 

kecamatan, 

d. melaksanakan koordinasi lintas organisasi melalui forum komunikasi dengan kantor 

imigrasi, pengadilan, polresta, kemenhumkam, dll dalam rangka mencari solusi untuk 

permasalahan- permasalahan adminduk, 

e. melaksanakan kerjasama dengan RS untuk penerbitan akta kelahiran 

f. melaksanakan kegiatan jemput bola dan e-mobile,  

g. melaksanakan pelayanan adminduk secara online 

h. melaksanakan restorasi dan digitalisasi arsip registra yang rusak dan dimakan usia 

i. penyusunan SOP bagi seluruh bidang pelayanan adminduk 

j. melaksanakan penyusunan peraturan- peraturan daerah dan peraturan Walikota 

terkait perubahan UU Adminduk. 
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2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah 

Rencana Kerja Pemerintah daerah ( RKPD ) merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan 

penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja daerah ( RAPBD ), yang penyusunannya 

dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah 

perencanaan pembangunan ( musrenbang ) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan 

sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 mengakomodir 

program Organisasi Perangkat daerah ( OPD ), lintas OPD dan program kewilayahan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembanguan 

Nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 

diarahkan pada tema : “ Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju 

Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan semangat Segoro 

Amarto.” 

1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas, dimaknai sebagai upaya wilayah 

dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya 

saing daerah. 

2. Mandiri, dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan 

tantangan yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan dan 

jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup 

tinggi. 

3. Sejahtera, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan  

hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dlihat dengan menggunakan indikator 

pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembanguna 

Manusia ( IPM ) dan Indeks Pengembangan Gender ( IPG ). 

4. Berlandaskan Semangat Segoro Amarto, memiliki makna Semangat Gotong Royong 

Agawe Majune Ngayogyakarta. Segoro memiliki sifat dapat menampung semua 

permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor dari daratan. 

Segoro sebagai tempat hidup dan menghidupi dan sebagai sumber daya alam dengan 

segala kekayaannya. Segoro juga sebagai sarana interaksi dan transformasi antar 

bangsa dan budaya, juga menggambarkan semangat yang menggelora, terus menerus 

dan tidak kenal menyerah, serta di dalamnya ada ketenangan. Sedangkan Amarto 

dalam kisah pewayangan adalah negara yang menggambarkan kebaikan dimana sifat 

masyarakat dan pimpinannya dapat dipercaya dan diteladani. Secara keseluruhan 
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filosofi Segoro Amarta dapat dimaknai semangat bersama untuk mewujudkan 

kehidupan yang lebih baik di lingkungannya, kampung, kelurahan, kota dan negar. 

Ditambahkan jiwa atau prinsip yang dibangun dalam Segoro Amarto adalah 

Kemandiria, Kepedulian Sosial, Gotong Royong, dan Kedisiplinan. 

Segoro Amarto bertujuan memajukan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan 

kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Mendorong pembanguan 

masyarakat dengan mengedepankan jiwa kepedulian sosial, gotong royong, 

kemandirian serta nilai nilai luhur yang berkembang. Selain itu, menjadi sebuah 

gerakan yang dapat menjadi roh seluruh lapisan masyarakat unutk bersama 

menanggulangi kemiskinan. 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam mendukung 

pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta dengan melakukan pembenahan dan 

peningkatan sistem, prosedur, sarana dan prasarana serta pengkuatan pada aspek 

profesionalisme pelayanan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima dan good 

governance. Adapun bentuk konkrit yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Tersusunnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

2. Tersusunnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah 

Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5). 

3. Tersusunnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. 

4. Tersusunnya Perwal No 90 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda no 8 

tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

 

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

 Faktor Internal 

Kekuatan 

a. Sudah dimilikinya Perda dan Perwal tentang penyelengaraan Adminduk 

b. Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. 

c. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

d. Terkelolanya Register dan berkas permohohan Akta Catatan Sipil dengan baik 
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e. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

untuk melaksanakan program  kegiatan  secara optimal. 

f. Program Kependudukan berbasis NIK menjamin akurasi data kependudukan 

g. Adanya database kependudukan dalam SIAK. 

 

Kelemahan 

a. Terbatasnya jumlah personil yang menangani pelayanan Administrasi 

Kependudukan; 

b. Belum meratanya kemampuan personil di bidang Administrasi Kependudukan; 

c. Belum mencukupinya jumlah perangkat teknologi informasi untuk pelayanan 

Administrasi Kependudukan; 

d. Belum tersedianya fasilitas pelayanan yang representative dalam pelayanan 

Administrasi Kependudukan bagi petugas Registra di Kelurahan. 

 

 Faktor eksternal 

Peluang 

a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi 

kependudukan. 

b. Perkembangan teknologi informasi yang semakin baik dan murah. 

c. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa 

NIK (Nomor Induk Kependudukan). 

d. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kegunaan/ manfaat 

dokumen kependudukan. 

e. Adanya pemangku kepentingan (stake holder) yang mensyaratkan dokumen 

administrasi kependudukan. 

f. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam 

mendapatkan kepastian hukum. 

g. Peraturan penyelenggaran Adminduk yang semakin memudahkan masyarakat 

untuk tertib administrasi. 

 

Ancaman 

a. Mobilitas penduduk yang tinggi 

b. Kompleksitas permasalahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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c. Dinamika kebijakan Pemerintah Pusat di bidang Kependudukan dan Pelayanan 

Publik menyebabkan cepatnya perubahan peraturan penyelenggaraan 

administrasi kependudukan 

 

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti 

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah 

diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah 

sebagai berikut : 

 

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

1.1 Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor 

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola pelayanan Kantor 

1.3 Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultansi 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR 

2.1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor 

2.2 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 

3.1    Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN 

KINERJA & KEUANGAN 

4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian 

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

5. PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 

5.1 Pelayanan Identitas Penduduk 

5.2 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 

6.   PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

6.1 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 

6.2 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan 

Pewarganegaraan 

7. PROGRAM PIAK DAN PEMANFAATAN DATA 

7.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

7.2 Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 
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2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

 Berikut ini akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 

seperti dalam Tabel 2.3 sebagaimana pada Lampiran 3. Rencana Kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 diimplemantasikan melalui rencana 

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bagian dari perwujudan komitmen 

pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang 

sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.  

Rancangan awal program dan kegiatan tahun 2018 terdiri atas 7 ( tujuh ) program 

yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan pendukung operasional kantor maupun 

kegiatan untuk mendukung operasional pelayanan publik bidang administrasi 

kependudukan. Program dan kegiatan tersebut direncanakan membutuhkan anggaran 

sebesar Rp. 3.473.658.800,- dimana 68.74 % diantaranya untuk mendukung pelaksanaan 

operasional pelayanan publik bidang administrasi kependudukan melalui kegiatan 

Pelayanan Identitas Penduduk, Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk, 

Pelayanan Kelahiran dan Kematian, Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan 

Status Anak dan Pewarganegaraan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan. Sedangkan kebutuhan dana untuk mendukung 

operasional kantor sebesar 31.26 % dari keseluruhan anggaran yang diperlukan tahun 

2018 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1  TELAAHAN TERHADAP PROGRAM NASIONAL 

Program Nasional di Bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan 

Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2018 adalah pemantapan Program Penataan 

Administrasi Kependudukan dan tindak lanjut Program KTP- el. 

Tindak lanjut Program KTP- el yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan penerapan KTP 

berbasis NIK tunggal secara nasional dengan menggunakan SIAK. Selanjutnya NIK wajib 

dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan 

Passport, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen 

lainnya.  

Dalam rangka mendukung tindak lanjut program Nasional KTP- el di Kota 

Yogyakarta maka yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta di tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan percepatan perekaman KTP- el bagi wajib KTP di Kota Yogyakarta 

untuk mendukung program nasional penerapan KTP Elektronik di tahun 2014 

2. Dukungan pemeliharaan perangkat komputer dan jaringan KTP- el 

Diperuntukkan bagi perawatan perangkat keras pendukung operasional KTP- el dan 

jaringan koneksi database KTP- el dari kecamatan ke Data Center Kementrian Dalam 

Negeri RI dan dari Data Center Kementerian Dalam Negeri RI ke Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil berupa: 

 PC (CPU, monitor, card reader, digital sign, scanner, web camera) 

 Printer KTP- el 

 Koneksi jaringan 

 Server KTP- el 

 Server  KTP- el kecamatan 

 UPS 

 Toner id card 

 Server gateway/ proxy 

3. Operasional Petugas 
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3.2  Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Penyusunan Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta untuk tahun 2018 mempunyai beberapa tujuan dan sasaran yang hendak 

dicapai. Secara umum tujuan penyusunan Renja adalah terwujudnya pelayanan pada 

masyarakat kota Yogyakarta dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan 

sipil dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut beberapa sasaran yang akan dicapai 

adalah: 

a) Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 

b) Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana 

c) Terwujudnya tertib administrasi perkantoran 

d) Terwujudnya aparatur yang tertib dan disiplin 

e) Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima 

f) Terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan 

g) Terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil  

h) Terlaksananya pelayanan data dan informasi administrasi kependudukan berbasis 

SIAK 

 

3.3  Program dan Kegiatan 

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan perkiraan maju tahun 2017 

sebagaimana termuat Tabel 3.1 dalam Lampiran 4 terlihat bahwa program kegiatan 

meliputi : 

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  

Pada program ini dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung administrasi 

perkantoran dan pendukung pelayanan pada masyarakat yang meliputi : 

 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor 

 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor 

 Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultansi 

 

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR 

 Pada program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan untuk mendukung pemeliharaan 

gedung  yang meliputi ruang kantor maupun ruang pelayanan masyarakat serta 

sarana prasarana pendukung lainnya  

 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor 

 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ 

Operasional 
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3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 

Merupakan program yang diselenggarakan dalam rangka penyempurnaan pelayanan 

ke masyarakat di sisi mewujudkan SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan 

prima. 

 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 

 

4.  PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN 

KINERJA & KEUANGAN 

 

 Pada program ini dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, 

Pengendalian dan Laporan Capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah untuk 

mendukung penyusunan laporan perencanan  kinerja Perangkat Daerah mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. 

 

5.  PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 

 Pada program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu : 

 Pelayanan Identitas Penduduk 

 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 

Kegiatan tersebut untuk mendukung pelaksanaan : 

 Pelayanan dan penerbitan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-EL) dan Kartu Identitas Anak (KIA) serta surat keterangan 

kependudukan lainnya di instansi pelaksana dan di wilayah. 

 Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) 

 Penyusunan pedoman dan arahan penerbitan KK, KTP-El, dan KIA serta surat-

surat keterangan kependudukan lainnya. 

 Sosialisasi terkait dengan identitas penduduk, dan sosialisasi terkait pindah 

datang dan pendataan penduduk 

 Monitoring dan evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan 

secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia. 

 Verifikasi dalam penyerahan KTP- el 

 Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan jemput bola dan e mobile 

 Penyelesaian dan perekaman reguler KTP Elektronik bagi masyarakat Kota 

Yogyakarta sehingga seluruh penduduk Kota Yogyakarta sudah memiliki KTP 

elektronik. 
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 Pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran pindah datang penduduk 

Warga Negara Indonesia (WNI), dan orang Asing dalam wilayah Republik 

Indonesia. 

 Pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran pindah datang antar negara, 

penduduk transmigrasi, dan pendaftaran bagi penduduk tinggal sementara.  

 Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk non 

permanen. 

 

6.  PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

Pada program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu : 

1) Pelayanan Kelahiran dan Kematian  

2) Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 

Kegiatan- kegiatan tersebut untuk mendukung pelaksanaan : 

 Pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan kelahiran, lahir mati, kematian dan 

perubahan nama serta penerbitan dokumen pencatatan perkawinan, perceraian, 

pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status 

kewarganegaraan. 

 Pengelolaan dan penyimpanan arsip secara digitalisasi untuk register dan kutipan 

akta untuk meminimalisasi kerusakan dokumen kependudukan dan percepatan 

pelayanan. 

 Dalam rangka menyusun pedoman dan arahan penerbitan akta kelahiran, akta 

kematian dan perubahan nama serta pencatatan perubahan peristiwa penting 

lainnya. 

 Pelaksanaan Forum Komunikasi dan Advokasi permasalahan-permasalahan 

pencatatan sipil. 

 

7. PROGRAM  PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  

PEMANFAATAN DATA  

Pada program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu : 

1) Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. 

2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung pelaksanaan : 

 Penyusunan dokumen kerjasama dan melaksanakan legalitas dokumen kerjasama 

serta pengembangan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan dan 

kerjasama pemanfaatan data kependudukan. 
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 Perencanaan inovasi dengan pembuatan desain teknis atau sistem yang akan 

dilaksanakan dalam rangka pembangunan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan. 

 Melaksanakan pembangunan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan 

melaksanakan penyusunan dokumen pengesahan pemanfaatan hasil inovasi. 

 Sosialisasi kerjasama dan inovasi pelayanan melalui media elektronik dan atau non 

elektronik. 

 Melaksanakan pengkoordinasian hasil kerjasama pelayanan administrasi 

kependudukan dan inovasi pelayanan dengan bidang terkait untuk pemanfaatannya 

dan penerapannya. 

 Pelaksanaan konsolidasi data kependudukan dengan data center. 

 Penyediaan jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan sebagai 

tempat pelayanan dokumen kependudukan. 

 Pemeliharaan jaringan komunikasi data dan melaksanakan perlindungan data pribadi 

penduduk pada bank data kependudukan serta melaksanakan penyiapan data 

kependudukan untuk kepentingan komunikasi dengan pihak terkait, pelaksanaan 

koordinasi pihak terkait dalam pengolahan informasi administrasi kependudukan. 

 Melaksanakan pengelolaan website instansi. 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelengaraan administrasi pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta Tahun 2018 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Perangkat 

Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja Perangkat 

Daerah memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar 

mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.  

Program Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Perangkat Daerah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan hasil analisis dan kajian 

yang cermat untuk menjadi pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 

2018, tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang 

konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut. 

 

 

 

 Yogyakarta,    Maret  2017 
 

Kepala   
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Yogyakarta 
 
 
 
 

H. Sisruwadi, SH., M.Kn. 
NIP. 19620204 198903 1 020 

 
 

 

 

 



Tabel 2.1 Lampiran 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2016

Kota Yogyakarta

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

2 3   5 6 7 8 9 10 11=(9/7) 12=10/8 13 14 15=(14/5) 16
1 10 Urusan Pemerintahan
1 10 01 Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil
1 10 1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran
100 100 698,867,780 100 653,855,066 100% 93.56%

1 10 1 10 01 01 01
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

8,185,000 100 3,250,000 100 3,058,380 100% 94.10%

1 10 1 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber 
daya air dan listrik

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

20,700,000 100 7,800,000 100 7,702,222 100% 98.75%

1 10 1 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan 
perizinan kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

12,733,000 100 4,500,000 100 2,368,000 100% 52.62%

1 10 1 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi 
keuangan

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

179,141,940 100 46,800,000 100 46,800,000 100% 100.00%

1 10 1 10 01 01 08
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

16,416,000 100 6,130,000 100 6,130,000 100% 100.00%

1 10 1 10 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan 
kerja

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

176,262,400 100 83,800,000 100 75,115,000 100% 89.64%

1 10 1 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

138,380,700 100 44,258,300 100 44,255,250 100% 99.99%

1 10 1 10 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

103,321,000 100 21,125,000 100 19,823,815 100% 93.84%

1 10 1 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

20,266,600 100 10,150,000 100 10,148,000 100% 99.98%

1 10 1 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

69,539,200 100 57,570,000 100 56,938,000 100% 98.90%

1 10 1 10 01 01 14
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

23,661,000 100 12,536,000 100 12,527,500 100% 99.93%

1 10 1 10 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

7,520,000 100 3,000,000 100 2,850,000 100% 95.00%

1 10 1 10 01 01 17
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

77,056,500 100 48,495,000 100 44,597,900 100% 91.96%

1 10 1 10 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi 
ke luar daerah

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

795,015,000 100 223,750,000 100 196,146,012 100% 87.66%

1 10 1 10 01 01 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran

156,623,055 100 125,703,480 100 125,394,987 100% 99.75%

1 10 1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

Terlaksananya Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Aparatur

665,801,892 100 365,623,000 100 270,255,901 100% 73.92%

1 10 1 10 01 02 22
Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung 
kantor

Terlaksananya Pemeliharaan 
sarana dan prasarana aparatur

385,459,892 100 216,527,000 100 208,805,000 100% 96.43%

1 10 1 10 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala 
kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya Pemeliharaan 
sarana dan prasarana aparatur

280,342,000 100 149,096,000 100 61,450,901 100% 41.22%

1

Kode

Lembar : ........

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah Dan Program/Kegiatan

Formula 
Indikator 
Program

Target Capaian Kinerja 
Program Renstra OPD 

Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja 
Hasil Program dan 

Keluaran Kegiatan s/d 
dengan tahun 2015 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016

Target program dan 
kegiatan Renja 

OPD tahun 2017
Target Renja OPD tahun 

2016
Realisasi Renja OPD tahun 2016

Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output)

Terlaksananya Pelayanan 
Administrasi Perkantoran

Perkiraan Realisasi Capaian Target 
Renstra OPD s/d tahun berjalan

Catatan
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 
Program dan 

Kegiatan s/d tahun 
berjalan tahun 2017

Tingkat Capaian 
Realisasi Target 

Renstra (%)



Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

2 3   5 6 7 8 9 10 11=(9/7) 12=10/8 13 14 15=(14/5) 161

Kode

Lembar : ........

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah Dan Program/Kegiatan

Formula 
Indikator 
Program

Target Capaian Kinerja 
Program Renstra OPD 

Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja 
Hasil Program dan 

Keluaran Kegiatan s/d 
dengan tahun 2015 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016

Target program dan 
kegiatan Renja 

OPD tahun 2017
Target Renja OPD tahun 

2016
Realisasi Renja OPD tahun 2016

Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Target 
Renstra OPD s/d tahun berjalan

Catatan
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 
Program dan 

Kegiatan s/d tahun 
berjalan tahun 2017

Tingkat Capaian 
Realisasi Target 

Renstra (%)

1 10 1 10 01 03 Program Peningkatan Disipilin Aparatur Tersedianya pakaian kerja 
lapangan untuk mendukung 
pelayanan publik

0 0 0 100 0 0% 0.00%



Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

2 3   5 6 7 8 9 10 11=(9/7) 12=10/8 13 14 15=(14/5) 161

Kode

Lembar : ........

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah Dan Program/Kegiatan

Formula 
Indikator 
Program

Target Capaian Kinerja 
Program Renstra OPD 

Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja 
Hasil Program dan 

Keluaran Kegiatan s/d 
dengan tahun 2015 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016

Target program dan 
kegiatan Renja 

OPD tahun 2017
Target Renja OPD tahun 

2016
Realisasi Renja OPD tahun 2016

Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Target 
Renstra OPD s/d tahun berjalan

Catatan
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 
Program dan 

Kegiatan s/d tahun 
berjalan tahun 2017

Tingkat Capaian 
Realisasi Target 

Renstra (%)

1 10 1 10 01 03 03 kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Terwujudnya aparatur yang 
tertib dan disiplin

0 0 0 100 0 0% 0.00%

1 10 1 10 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur

Terlaksananya diklat teknis 
adminduk

0 100 37,200,000 100 37,200,000 100% 100.00%

1 10 1 10 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan 
Perundang - undangan

Terwujudnya SDM yang 
berkualitas, berorientasi pada 
pelayanan prima

0 100 37,200,000 100 37,200,000 100% 100.00%

1 10 1 10 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya Tertib 
Administrasi Pelaporan

157,816,000 100 76,522,000 100 69,533,500 100% 90.87%

1 10 1 10 01 06 01 157,816,000 100 76,522,000 100 69,533,500 100% 90.87%

1 10 1 10 01 56 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-
surat Kependudukan

3,847,733,500.00 100 1,275,495,790.00 100 1,232,084,995.36 100% 96.60%

1 10 1 10 01 56 01 1,572,441,000 100 608,500,790 100 579,609,995 100% 95.25%

1 10 1 10 01 56 02 2,275,292,500 100 666,995,000 100 652,475,000 100% 97.82%

1 10 1 10 01 57 Program Pengelolaan Dokumen Pencatatan 
Sipil

3,002,309,950.00 100 936,398,950.00 100 902,738,523.04 100% 96.41%

1 10 1 10 01 57 01 1,471,521,750 100 412,631,590 100 403,060,087 100% 97.68%

1 10 1 10 01 57 02 Kegiatan Peningkatan pelayanan pencatatan 
sipil

1,530,788,200 100 523,767,360 100 499,678,436 100% 95.40%

1 10 1 10 01 58 Program Implementasi Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan

2,854,231,650.00 100 1,341,904,000.00 100 1,238,777,734.00 100% 92.31%

1 10 1 10 01 58 01 2,264,837,750 100 752,000,000 100 673,808,000 100% 89.60%

1 10 1 10 01 58 02 589,393,900 100 589,904,000 100 564,969,734 100% 95.77%

02 06 01 02 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Terwujudnya Kelancaran 
Administrasi, Keuangan & 
Operasional Perkantoran

100 639,377,401

02 06 01 02 06 01 001 018 Kegiatan Rapat Rapat koordinasi dan 
Konsultasi

Dukungan Terhadap Kelancaran 
Administrasi, Keuangan & 
Operasional Perkantoran

100 127,652,000

02 06 01 02 06 01 001 019 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan 
Perlengkapan kantor

Dukungan Terhadap Kelancaran 
Administrasi, Keuangan & 
Operasional Perkantoran

100 326,150,921

02 06 01 02 06 01 001 020 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola 
Pelayanan perkantoran

Dukungan Terhadap Kelancaran 
Administrasi, Keuangan & 
Operasional Perkantoran

100 185,574,480

Kegiatan Pengolahan dan Penyusunan 
Laporan Informasi Kependudukan

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja 
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Pelayanan 
Dokumen dan Surat-surat 
KependudukanKegiatan Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota 

Yogyakarta
Kegiatan Peningkatan Administrasi 
Kependudukan

Terlaksananya Pelayanan 
Dokumen Pencatatan Sipil

Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan 
Sipil

Terlaksananya Pelayanan Data 
dan Informasi Administrasi 

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan



Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

2 3   5 6 7 8 9 10 11=(9/7) 12=10/8 13 14 15=(14/5) 161

Kode

Lembar : ........

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah Dan Program/Kegiatan

Formula 
Indikator 
Program

Target Capaian Kinerja 
Program Renstra OPD 

Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja 
Hasil Program dan 

Keluaran Kegiatan s/d 
dengan tahun 2015 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016

Target program dan 
kegiatan Renja 

OPD tahun 2017
Target Renja OPD tahun 

2016
Realisasi Renja OPD tahun 2016

Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Target 
Renstra OPD s/d tahun berjalan

Catatan
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 
Program dan 

Kegiatan s/d tahun 
berjalan tahun 2017

Tingkat Capaian 
Realisasi Target 

Renstra (%)

02 06 01 02 06 01 002 Program Peningkatan Sarana & Prasarana 
Aparatur

Terwujudnya Sarana dan 
Prasarana Aparatur Yang 
Memadai

242,390,000

02 06 01 02 06 01 002 022 Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan 
Kantor/Tempat

Dukungan Terhadap Peningkatan  
Sarana dan Prasarana aparatur 
yang Mendukung kelancaran 
Tugas dan Fungsi OPD

100 100,325,000

02 06 01 02 06 01 002 024 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dukungan Terhadap Peningkatan  
Sarana dan Prasarana aparatur 
yang Mendukung kelancaran 
Tugas dan Fungsi OPD

100 142,065,000

02 06 01 02 06 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur

Terwujudnya SDM yang 
Berkualitas, Berorientasi 
Pelayanan Prima

100 10,000,000

02 06 01 02 06 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan 
Kapasitas Aparatur

Dukungan Terhadap 
Terwujudnya SDM yang 
Berkualitas, Berorientasi Pada 
Pelayanan yang Prima

100 10,000,000

02 06 01 02 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya Tertib 
Administrasi Pelaporan

100 106,698,000

02 06 01 02 06 01 006 005 Kegiatan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja

Terwujudnya Peningkatan 
Capaian Kinerja dan Keuangan

100 106,698,000

02 06 01 02 06 01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Pelayanan Dokumen 
dan Surat Surat Kependudukan

100 1,522,412,170

02 06 01 02 06 01 047 001 Kegiatan Pelayanan Identitas Penduduk Dukungan Terhadap 
Terlaksananya Pelayanan 
Dokumen dan Surat Surat 
Kependudukan

100 900,150,590

02 06 01 02 06 01 047 002 Kegiatan Pelayanan Pindah Datang Dan 
Pendataan Penduduk

Dukungan Terhadap 
Terlaksananya Pelayanan 
Dokumen dan Surat Surat 
Kependudukan

100 622,261,580

02 06 01 02 06 01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Pelayanan Dokumen 
Pencatatan Sipil

100 891,166,310

02 06 01 02 06 01 048 001 Kegiatan Pelayanan Kelahiran dan Kematian Dukungan Terhadap 
Terlaksananya Pelayanan 
Dokumen Pencatatan Sipil

100 519,752,150

02 06 01 02 06 01 048 002 Kegiatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, 
Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

Dukungan Terhadap 
Terlaksananya Pelayanan 
Dokumen Pencatatan Sipil

100 371,414,160

02 06 01 02 06 01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan Dan Pemanfaatan Data

SIAK Berfungsi Dengan Baik 100 1,332,174,890

02 06 01 02 06 01 049 001 Kegiatan Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan SIAK Berfungsi Dengan Baik 100 1,055,618,000

02 06 01 02 06 01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan

SIAK Berfungsi Dengan Baik 100 276,556,890



Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan
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Kode

Lembar : ........

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah Dan Program/Kegiatan

Formula 
Indikator 
Program

Target Capaian Kinerja 
Program Renstra OPD 

Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja 
Hasil Program dan 

Keluaran Kegiatan s/d 
dengan tahun 2015 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016

Target program dan 
kegiatan Renja 

OPD tahun 2017
Target Renja OPD tahun 

2016
Realisasi Renja OPD tahun 2016

Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Target 
Renstra OPD s/d tahun berjalan

Catatan
Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian 
Program dan 

Kegiatan s/d tahun 
berjalan tahun 2017

Tingkat Capaian 
Realisasi Target 

Renstra (%)

Kepala 
Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta

H. Sisruwadi, SH., M.Kn.
NIP. 19620204 198903 1 020



Lampiran 2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta

Tahun 
2015

Tahun 
2016

Tahun 
2017

Tahun 
2018

Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 
2017                                                                                                                                       

Tahun 2018

(thn n-2)  (thn n-1)  (tnn n) (thn n+1)  (thn n-2)  (thn n-1)  (tnn n)  (thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13

RPJMD 2012 - 2016
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran  -  - 100% 100% 100% 100%
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
 -  - 100% 100% 100% 100%

3 Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

 -  - 100% 100% 100% 100%

4 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP)

100% 99% 100% 99% 100%

5 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 100% 93.6% 94.0% 94.14% 100%
6 Tingkat Ketepatan Penyampaian Informasi 

Data Kependudukan kepada Pengguna di 
Kota Yogyakarta

100% 100% 100% 100% 100%

RPJMD 2017 - 2022
1 Persentase jumlah SDM yang memiliki 

kualitas pemahaman layanan prima yang 
baik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 Persentase ketersediaan sarana prasarana 
3 Persentase penerbitan dokumen 
4 Persentase penerbitan Kartu keluarga
5 Persentase penerbitan Kartu Tanda 

Penduduk
6 Persentase penerbitan dokumen 

kependudukan yang tepat waktu
7 Persentase penerbitan akta kelahiran
8 Persentase akta kematian
9 Persentase penerbitan buku laporan 

kependudukan
10 Persentase ketersediaan sarana prasarana 

SIAKl  yang berfungsi dengan baik

SPM
1 Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 100%  - 99% 100% 99% 100%

2 Persentase penerbitan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP)

100%  - 99% 100% 99% 98.84%

3 Persentase Penerbitan akta kelahiran 100%  - 93.6% 94.0% 94.14% 94.06%
4 Persentase Penerbitan akta kematian  - 45.0% 50.0% 85.5% 87.57%
5 Persentase Ketersediaan Sarana dan 

Prasarana Pengolahan Data dan Informasi 
Administrasi Kependudukan

 -  - 100% 100% 100% 100%

Catatan AnalisisNO Indikator
SPM/ 

standar 
nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi



Lampiran 3

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Kota Yogyakarta

Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu indikatif Kebutuhan Dana
(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
3,473,658,800 3,473,658,800

1. PROGRAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN

Kec. UH Terwujudnya Kelancaran Administrasi, 
Keuangan & Operasional Perkantoran

100% 764,840,680 PROGRAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN

Kec. Umbulharjo 764,840,680

1.1 Penyediaan Rapat Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi.

Dindukcapil

Keluaran:

178,732,000 Penyediaan Rapat Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi.

Dindukcapil

Keluaran:

178,732,000

1. Pegawai 63 orang 1. Pegawai 63 orang
2. Koordinasi 88 kali 2. Koordinasi 88 kali
3. Makan Minum Tamu Dinas 151 kali 3. Makan Minum Tamu Dinas 151 kali
4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah
41 laporan 4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah
41 laporan

Hasil: Hasil:
dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan & operasional perkantoran

100 % dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan & operasional perkantoran

100 %

Keluaran: 400,534,200 Keluaran: 400,534,200
1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor
Dindukcapil ─ Materai Rp. 3000 400 buah Penyediaan Jasa, Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor
Dindukcapil ─ Materai Rp. 3000 400 buah

─ Materai Rp. 6000 400 buah ─ Materai Rp. 6000 400 buah
─ Perangko 150 buah ─ Perangko 150 buah
─ Jasa Pengiriman 1 kali ─ Jasa Pengiriman 1 kali
─ Pembayaran Jasa Komunikasi 12 bulan ─ Pembayaran Jasa Komunikasi 12 bulan

─ STNK roda 4 yang terbayar 4 unit ─ STNK roda 4 yang terbayar 4 unit
─ STNK roda 2 yang terbayar 18 unit ─ STNK roda 2 yang terbayar 18 unit
─ Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan ─ Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan
─ Jasa Perbaikan peralatan kerja 7 jenis ─ Jasa Perbaikan peralatan kerja 7 jenis
─ Alat tulis kantor yang tersedia 55 jenis ─ Alat tulis kantor yang tersedia 55 jenis
─ Jasa Percetakan 1 jenis ─ Jasa Percetakan 1 jenis
─ Jasa Penggandaan 9,000 lembar ─ Jasa Penggandaan 9,000 lembar
─ Jasa Penjilidan 150 buku ─ Jasa Penjilidan 150 buku

─ Komponen instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor yang tersedia

13 jenis ─ Komponen instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor yang tersedia

13 jenis

─ Komponen peralatan dan perlengkapan 
kantor yang tersedia

17 jenis ─ Komponen peralatan dan perlengkapan 
kantor yang tersedia

17 jenis

─ Peralatan rumah tangga yang tersedia 7 jenis ─ Peralatan rumah tangga yang tersedia 7 jenis

─ Buku Kependudukan/Capil dan Surat 
Kabar yang tersedia

2 jenis ─ Buku Kependudukan/Capil dan Surat 
Kabar yang tersedia

2 jenis

Hasil: Hasil:
dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan & operasional perkantoran

100 % dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan & operasional perkantoran

100 %

1.3 Keluaran: 185,574,480 Keluaran: 185,574,480

─ Dokumen administrasi penatausahaan 
keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan laporan 
Akuntansi tersusun

4 jenis ─ Dokumen administrasi penatausahaan 
keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan laporan 
Akuntansi tersusun

4 jenis

─ Dokumen administrasi kepegawaian 
terkelola

63 dokumen ASN ─ Dokumen administrasi kepegawaian 
terkelola

63 dokumen ASN

─  Jasa tenaga bantuan 6 orang ─  Jasa tenaga bantuan 6 orang

─  Jasa pengelola kearsipan 2 orang ─  Jasa pengelola kearsipan 2 orang

Hasil: Hasil:
dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan & operasional perkantoran

100 % dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan & operasional perkantoran

100 %

Penyediaan jasa pengelola 
pelayanan perkantoran

DindukcapilKegiatan Penyediaan jasa 
pengelola pelayanan 
perkantoran

Dindukcapil

12

Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN Lembar…….dari………

Rancangan Awal RKPD
Catatan Penting

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target 

capaian
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target 
capaian



Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu indikatif Kebutuhan Dana
(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN Lembar…….dari………

Rancangan Awal RKPD
Catatan Penting

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target 

capaian
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target 
capaian

2 PROGRAM 
PENINGKATAN SARANA 
DAN PRASARANA 
APARATUR

Kec. Umbulharjo Terwujudnya Sarana dan Prasarana 
Aparatur Yang Memadai

100% 173,250,000 PROGRAM 
PENINGKATAN SARANA 
DAN PRASARANA 
APARATUR

Kec. Umbulharjo Terwujudnya Sarana dan Prasarana 
Aparatur Yang Memadai

100% 173,250,000

Keluaran: 173,250,000 Keluaran: 173,250,000
Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan 
Dinas/ Operasional.

Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala 
Kendaraan Dinas/ Operasional.

─ Kendaraan roda 2 17 unit ─ Kendaraan roda 2 17 unit
─ Kendaraan roda 4 4 unit ─ Kendaraan roda 4 4 unit

Hasil: Hasil:
Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur yang mendukung 
Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD

100 % Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur yang mendukung 
Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD

100 %

3 PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER 
DAYA APARATUR

Kec. Umbulharjo Terwujudnya Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur

100% 59,000,000 59,000,000

Bimbingan Teknis dan 
Diklat Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Keluaran:

59,000,000

Keluaran:

59,000,000

─ Pelaksanaan diklat teknis jaringan 1 paket ─ Pelaksanaan diklat teknis jaringan 1 paket

─ Pelaksanaan diklat teknis servis excellent 1 paket ─ Pelaksanaan diklat teknis servis excellent 1 paket

4 PROGRAM 
PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAPORAN 
PENCAPAIAN KINERJA & 
KEUANGAN

Kec. Umbulharjo Terwujudnya Peningkatan Capaian Kinerja  
dan Keuangan

100% 88,643,000 PROGRAM 
PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAPORAN 
PENCAPAIAN KINERJA & 
KEUANGAN

Kec. Umbulharjo Terwujudnya Peningkatan Capaian Kinerja  
dan Keuangan

100% 88,643,000

4.1 Dindukcapil Keluaran: 88,643,000 Keluaran: 88,643,000

1. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran: 
RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA

5 dokumen 1. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran: 
RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA

5 dokumen

2. Laporan Kinerja OPD: LAKIP, Laporan 
Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, 
Profil yang tersusun

7 dokumen 1. Laporan Kinerja OPD: LAKIP, Laporan 
Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, 
Profil yang tersusun

7 dokumen

4 819,614,320 819,614,320
- Persentase Pelayanan Dokumen dan Surat - 

Surat Kependudukan
100% - Persentase Pelayanan Dokumen dan Surat 

- Surat Kependudukan
100%

4.1 549,043,740 549,043,740
1. Jumlah Pemberian Dokumen KK KTP bagi 

pemegang SKOT
25 dokumen 1. Jumlah Pemberian Dokumen KK KTP bagi 

pemegang SKOT
25 dokumen

2. Frekuensi Pengawalan pelayanan pendaftaran 
penduduk

154 kali 2. Frekuensi Pengawalan pelayanan 
pendaftaran penduduk

154 kali

3. Frekuensi Pelayanan Percepatan KTP-EL di 
14 Kecamatan

154 kali 3. Frekuensi Pelayanan Percepatan KTP-EL di 
14 Kecamatan

154 kali

4. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan 
Jemput Bola Pendaftaraan Penduduk

18 lokasi 4. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan 
Jemput Bola Pendaftaraan Penduduk

18 lokasi

Kota Yogyakarta Keluaran :Pelayanan Identitas 
Penduduk

Penyediaan dan 
Pemeliharaan rutin/ berkala 
kendaraan Dinas/ 
Operasional

Dindukcapil

DindukcapilPenyusunan dokumen 
perncanaan, pengendalian, 
dan laporan capaian kinerja 
OPD

PROGRAM PElAYANAN 
PENDAFTARAN 
PENDUDUK

Kec. Umbulharjo

Penyediaan dan 
Pemeliharaan rutin/ berkala 
kendaraan Dinas/ 
Operasional

Dindukcapil

Penyusunan dokumen 
perncanaan, pengendalian, 
dan laporan capaian kinerja 
OPD

PROGRAM PElAYANAN 
PENDAFTARAN 
PENDUDUK

Kec. Umbulharjo

Pelayanan Identitas 
Penduduk

Kota Yogyakarta Keluaran :



Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu indikatif Kebutuhan Dana
(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN Lembar…….dari………

Rancangan Awal RKPD
Catatan Penting

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target 

capaian
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target 
capaian

5. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Mobile KTP EL 
untuk lansia dan keterbatasan fisik

45 Kelurahan 5. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Mobile KTP EL 
untuk lansia dan keterbatasan fisik

45 Kelurahan

6. Sekolah Dasar yang Dikunjungi Pelayanan 
Mobile KIA 

44 sekolah 6. Sekolah Dasar yang Dikunjungi Pelayanan 
Mobile KIA 

44 sekolah

7. Laporan Penilaian dan Penghapusan Arsip 
Adminduk

1 laporan 7. Laporan Penilaian dan Penghapusan Arsip 
Adminduk

1 laporan

8. Laporan Pelayanan Identitas Penduduk 66 laporan 8. Laporan Pelayanan Identitas Penduduk 66 laporan

Penerbitan Dokumen dan Surat-surat 
Kependudukan

100 % Penerbitan Dokumen dan Surat-surat 
Kependudukan

100 %

4.2 270,570,580 270,570,580

1. Laporan Evaluasi pelaksanaan pindah datang  
penduduk

20 laporan 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan pindah datang  
penduduk

20 laporan

2. Jumlah Orang Rentan Adminduk Yang 
Diverifikasi

150 orang 2. Jumlah Orang Rentan Adminduk Yang 
Diverifikasi

150 orang

3. Data Penduduk Non Permanen 1 dokumen 3. Data Penduduk Non Permanen 1 dokumen

4. Laporan Pelayanan Pindah Datang 
Pendaftaran Penduduk

22 laporan 4. Laporan Pelayanan Pindah Datang 
Pendaftaran Penduduk

22 laporan

Penerbitan Dokumen dan Surat-surat 
Kependudukan

100 % Penerbitan Dokumen dan Surat-surat 
Kependudukan

100 %

5 625,256,910 625,256,910
- Persentase Pelayanan Dokumen 

Pencatatan Sipil
100% - Persentase Pelayanan Dokumen 

Pencatatan Sipil
100%

5.1 482,612,870 482,612,870
1. Jasa Pengadaan Documen Sekurity dan  Non 

Sekurity Pencatatan Sipil
22 Jenis 1. Jasa Pengadaan Documen Sekurity dan  Non 

Sekurity Pencatatan Sipil
22 Jenis

2. Frekuensi Sosialisasi Pencatatan Kelahiran 
dan Penyelenggaraan Adminduk lainnya

45 kali 2. Frekuensi Sosialisasi Pencatatan Kelahiran 
dan Penyelenggaraan Adminduk lainnya

45 kali

3. Frekuensi Layanan Percepatan Akta di wilayah 45 kali 3. Frekuensi Pelayanan Percepatan Akta di 
wilayah

45 kali

4. Rumah Sakit Yang Bekerjasama Dalam 
Pelayanan Pencatatan Kelahiran

4 Rumah sakit 4. Rumah Sakit Yang Bekerjasama Dalam 
Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran

4 Rumah sakit

5. Laporan Pelayanan Akta Kelahiran dan 
Kematian Pencatatan Sipil

33 laporan 5. Laporan Pelayanan Akta Kelahiran dan 
Kematian Pencatatan Sipil

33 laporan

Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil 100 % Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil 100 %

5.2 142,644,040 142,644,040

1. Jumlah Persidangan & Pencatatan Perkawinan 
di Lokasi

450 Persidangan 1. Jumlah Persidangan & Pencatatan 
Perkawinan di Lokasi

450 Persidangan

2. Data Register Perkawinan dan Perceraian 
Lama yang Dientry dalam Database SIAK

5,000 data 2. Data Register Perkawinan dan Perceraian 
Lama yang Dientry dalam Database SIAK

5,000 data

3. Jasa Cetak Non Sekurity 30 Jenis 3. Jasa Cetak Non Sekurity 30 Jenis
4. Laporan Pelayanan Akta Perkawinan dan 

Perceraian Pencatatan Sipil
11 laporan 4. Laporan Pelayanan Akta Perkawinan dan 

Perceraian Pencatatan Sipil
11 laporan

Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil 100 % Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil 100 %

6 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN DAN 
PEMANFAATAN DATA

Kec. Umbulharjo SIAK berfungsi dengan baik 100% 943,053,890 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN DAN 
PEMANFAATAN DATA

Kec. Umbulharjo SIAK berfungsi dengan baik 100% 943,053,890

Keluaran :

Hasil:

Pelayanan Perkawinan, 
Perceraian, Perubahan 
Status Anak, Dan 
Pewarganegaraan

Kota Yogyakarta

Keluaran :

Hasil:

Hasil:

Pelayanan Pindah Datang 
dan Pendataan Penduduk

Kota Yogyakarta Keluaran :

Hasil :

PROGRAM PELAYANAN 
PENCATATAN SIPIL

Kel. Muja-muju 

Pelayanan Kelahiran dan 
Kematian

Kota Yogyakarta

Hasil:

Hasil:

Pelayanan Perkawinan, 
Perceraian, Perubahan 
Status Anak, Dan 
Pewarganegaraan

Kota Yogyakarta

Keluaran :

Hasil:

Pelayanan Pindah Datang 
dan Pendataan Penduduk

Kota Yogyakarta Keluaran :

Hasil :

PROGRAM PELAYANAN 
PENCATATAN SIPIL

Kec. Umbulharjo

Pelayanan Kelahiran dan 
Kematian

Kota Yogyakarta Keluaran :



Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu indikatif Kebutuhan Dana
(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN Lembar…….dari………

Rancangan Awal RKPD
Catatan Penting

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target 

capaian
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target 
capaian

6.1 380,045,000 380,045,000
1. Laporan Inovasi Pelayanan  Administrasi 

Kependudukan
1 laporan 1. Laporan Inovasi Pelayanan  Administrasi 

Kependudukan
1 laporan

2. Jumlah Kerjasama Administrasi 
Kependudukan

4 Kerjasama 2. Jumlah Kerjasama Administrasi 
Kependudukan

4 Kerjasama

3. Frekuensi Sosialisasi Administrasi 
kependudukan

2 kali 3. Sosialisasi Pemanfaatan Data Administrasi 
kependudukan

2 Jenis

4. Pengadaan sarpras kerjasama pelayanan 
administrasi kependudukan

4 Paket 4. Pengadaan sarpras kerjasama pelayanan 
administrasi kependudukan

4 Paket

SIAK berfungsi dengan baik 100 % SIAK berfungsi dengan baik 100 %

6.2 563,008,890 563,008,890

1. Profil Perkembangan Penduduk Tahun 2017 1 buku profil 1. Profil Perkembangan Penduduk Tahun 2017 1 buku profil

2. Laporan Pengelolaan Data Kependudukan 
Tahun 2018

19 buku laporan ( 
bulanan, 
triwulan, 
semester, 
tahunan )

2. Laporan Pengelolaan Data Kependudukan 
Tahun 2018

19 buku laporan ( 
bulanan, 
triwulan, 
semester, 
tahunan )

3. Web Adminduk yang Dikelola 1 web 3. Web Adminduk yang Dikelola 1 web

4. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi 
Kependudukan

4 jenis 4. Sarana dan Prasarana Pengelolaan 
Informasi Kependudukan

4 jenis

5. Frekuensi Pembinaan SDM Teknologi 
informasi dan komunikasi

4 kali 5. Frekuensi Pembinaan SDM Teknologi 
informasi dan komunikasi

4 kali

6. Laporan Pelayanan Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan

11 laporan 6. Laporan Pelayanan Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan

11 laporan

SIAK berfungsi dengan baik 100 % SIAK berfungsi dengan baik 100 %

Kepala 
Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta

H. Sisruwadi, SH., M.Kn.
NIP. 19620204 198903 1 020

Hasil: 

Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan

Kota Yogyakarta

Keluaran :

Hasil: 

Kerjasama dan Inovasi 
Pelayanan

Kota Yogyakarta Keluaran :Keluaran :

Hasil: 

Hasil: 

Kegiatan Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan

Kota Yogyakarta

Keluaran :

Kegiatan Kerjasama dan 
Inovasi Pelayanan

Kota Yogyakarta



Lampiran 4

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018

Kota Yogyakarta

 Program/Kegiatan Lokasi  Indikator Kinerja 
Besaran/ 
Volume

Catatan

1 2 4 3 5 10
1 Program Pelayanan Pencatatan SipilDindukcapil Frekuensi Sosialisasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian 45 kali Pokok Pokok Pikiran 

Dewan
- Pelayanan Akta Kelahiran dan 

Kematian
Frekuensi Layanan Percepatan Akta di wilayah 45 kali

Kepala 
Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta

H. Sisruwadi, SH., M.Kn.
NIP. 19620204 198903 1 020

No.

Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Lampiran 5

Nama OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Wajib
Bidang Urusan Administrasi Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil

Kinerja Aparatur 
dan Birokrasi

Terwujudnya 
Pelayanan 
Administrasi Publik 
yang baik

1 Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Kinerja Aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Kec. UH Terwujudnya 
kelancaran 
administrasi, 
keuangan dan 
operasional 
perkantoran

100% 764,840,680 787,785,900 sedang 
berjalan

Dinas 
Kependudukan 
dan pencatatan 
Sipil

1.1 Dindukcapil Makan dan Minuman yang tersedia 
untuk :

100% 178,732,000 184,093,960 sedang 
berjalan

─ Pegawai 63 orang
─ Koordinasi 88 kali
─ Makan Minum Tamu Dinas 151 kali
─ Laporan hasil koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah
41 laporan

1.2 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan 
kantor

Dindukcapil 100% 400,534,200 412,550,226 sedang 
berjalan

Dinas 
Kependudukan 
dan pencatatan 

─ Materai Rp. 3000 400 buah

─ Materai Rp. 6000 400 buah
─ Perangko 150 buah
─ Jasa Pengiriman 1 kali
─ Pembayaran Jasa Komunikasi 12 bulan
─ STNK roda 4 yang terbayar 4 unit
─ STNK roda 2 yang terbayar 18 unit

─ Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan
─ Jasa Perbaikan peralatan kerja 7 jenis
─ Alat tulis kantor yang tersedia 55 jenis

─ Jasa Percetakan 1 jenis
─ Jasa Penggandaan 90,000 lembar

─ Jasa Penjilidan 150 buku
─ Komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang tersedia
13 jenis

─ Komponen peralatan dan 
perlengkapan kantor yang tersedia

17 jenis

─ Peralatan rumah tangga yang tersedia 7 jenis

─ Buku Kependudukan/Capil dan Surat 
Kabar yang tersedia

2 jenis

Hasil Kegiatan

Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi

Dukungan 
terhadap 
kelancaran 
administrasi, 
keuangan dan 
operasional 
perkantoran

Dinas 
Kependudukan 
dan pencatatan 
Sipil

Dukungan 
terhadap 
kelancaran 
administrasi, 
keuangan dan 
operasional 
perkantoran

8

Tolok UkurTolak Ukur Target Tolok Ukur Target

OPD 
Penanggung 

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan

Target

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Pemerintah Kota Yogyakarta

No
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis 

Kegiatan



1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Hasil Kegiatan

8

Tolok UkurTolak Ukur Target Tolok Ukur Target

OPD 
Penanggung 

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan

Target

No
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis 

Kegiatan

1.3 Penyediaan jasa pengelola pelayanan 
perkantoran

Dindukcapil Dukungan 
terhadap 
kelancaran 
administrasi, 
keuangan dan 
operasional 
perkantoran

100% 185,574,480 191,141,714 Dinas 
Kependudukan 
dan pencatatan 
Sipil

─ Dokumen administrasi penatausahaan 
keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan 
laporan Akuntansi tersusun

4 jenis

─ Dokumen administrasi kepegawaian 
terkelola

63 dokumen ASN

─  Jasa tenaga bantuan 6 orang

─  Jasa pengelola kearsipan 2 orang

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Kinerja Aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Kec. UH Terwujudnya 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur Yang 
Memadai

100% 173,250,000 178,447,500

2.1 Dindukcapil Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala 
Kendaraan Dinas/ Operasional

100% 173,250,000 178,447,500

sedang 
berjalan

Dinas 
Kependudukan 
dan pencatatan 
Sipil

─ Kendaraan roda 2 17 unit

─ Kendaraan roda 4 4 unit

3. Program Peningkatan Kapasitas sumber 
Daya Aparatur

Kinerja Aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Kec. UH Terwujudnya 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur

100% 59,000,000 60,770,000

3.1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan 
Kapasitas Aparatur

Dindukcapil Meningkatnya 
kapasitas sumber 
daya aparatur

100% 59,000,000 60,770,000

─ Pelaksanaan diklat teknis jaringan 1 paket

─ Pelaksanaan diklat teknis servis 
excellent

1 paket

sedang 
berjalan

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ 
Operasional

Dukungan 
terhadap 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur yang 
mendukung 
Kelancaran Tugas 
dan Fungsi OPD
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 Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & 
Keuangan 

Kinerja Aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Kec. UH Terwujudnya 
Peningkatan 
Capaian kinerja 
dan Keuangan

100% Tersedianya nilai 
akuntabilitas 
OPD, dokumen 
perencanaan, 
pengendalian 
dan 
penganggaran, 
dan 
meningkatnya 
kapasitas sumber 
daya aparatur

88,643,000 91,302,290

4.1 Dindukcapil 100% 88,643,000 91,302,290 sedang 
1. Dokumen Perencanaan, Pengendalian 

dan Penganggaran: RENSTRA, RENJA, 
PK, RKA, DPA, DPPA

5 dokumen

2. Laporan Kinerja OPD: LAKIP, Laporan 
Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, 
LPPD, Profil yang tersusun

7 dokumen Nilai Akuntabilitas 
Kinerja OPD

5. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kinerja Aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Kec. UH Persentase 
Pelayanan 
Dokumen dan 
Surat - Surat 
Kependudukan

100% 819,614,320 844,202,750

5.1 Kota Yogyakarta 100% 549,043,740 565,515,052

1. Jumlah Pemberian Dokumen KK KTP 
bagi pemegang SKOT

25 dokumen

2. Frekuensi Pengawalan pelayanan 
pendaftaran penduduk

154 kali

3. Frekuensi Pelayanan Percepatan KTP-
EL di 14 Kecamatan

154 kali

4. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan 
Jemput Bola Pendaftaraan Penduduk

18 lokasi

5. Jumlah Lokai Pelaksanaan Mobile KTP 
EL untuk lansia dan keterbatasan fisik

45 Kelurahan

6. Sekolah Dasar yang Dikunjungi 
Pelayanan Mobile KIA 

44 sekolah

7. Laporan Penilaian dan Penghapusan 
Arsip Adminduk

1 laporan

8. Laporan Pelayanan Identitas Penduduk 66 laporan

Dinas 
Kependudukan 
dan pencatatan 
Sipil

Pelayanan Identitas Penduduk Dukungan 
terhadap 
terlaksananya 
pelayanan 
dokumen dan 
surat - surat 
kependudukan

Dinas 
Kependudukan 
dan pencatatan 
Sipil

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja 
SKPD
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5.2 Kinerja Aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Kota Yogyakarta 100% 270,570,580 278,687,697

1. Laporan Evaluasi pelaksanaan pindah 
datang  penduduk

20 laporan

2. Jumlah Orang Rentan Adminduk Yang 
Diverifikasi

150 orang

3. Data Penduduk Non Permanen 1 dokumen

4. Laporan Pelayanan Pindah Datang 
Pendaftaran Penduduk

22 laporan

6. Program Pelayanan Pencatatan Sipil Kinerja Aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Kec. UH Persentase 
Pelayanan 
Dokumen 
Pencatatan Sipil

100% 625,256,910 644,014,617

6.1 Kota Yogyakarta 1. Jasa Pengadaan Documen Sekurity dan  
Non Sekurity Pencatatan Sipil

22 Jenis 100% 482,612,870 497,091,256

2. Frekuensi Sosialisasi Pencatatan 
Kelahiran dan Penyelenggaraan 
Adminduk lainnya

45 kali

3. Frekuensi Layanan Percepatan Akta di 
wilayah

45 kali

4. Rumah Sakit Yang Bekerjasama Dalam 
Pelayanan Pencatatan Kelahiran

4 Rumah sakit

5. Laporan Pelayanan Akta Kelahiran dan 
Kematian Pencatatan Sipil

33 laporan

6.2 Kota Yogyakarta 100% 142,644,040 146,923,361

1. Jumlah Persidangan & Pencatatan 
Perkawinan di Lokasi

450 Persidangan

2. Data Register Perkawinan dan 
Perceraian Lama yang Dientry dalam 
Database SIAK

5,000 data

3. Jasa Cetak Non Sekurity 30 Jenis

4. Laporan Pelayanan Akta Perkawinan 
dan Perceraian Pencatatan Sipil

11 laporan

Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan 
Status Anak, Dan Pewarganegaraan

Dukungan 
terhadap 
terlaksananya 
pelayanan 
dokumen 
pencatatan sipil

Dinas 
Kependudukan 
dan pencatatan 
Sipil

Dukungan 
terhadap 
terlaksananya 
pelayanan 
dokumen dan 
surat - surat 
kependudukan

Dinas 
Kependudukan 
dan pencatatan 
Sipil

Pelayanan Kelahiran dan Kematian Dukungan 
terhadap 
terlaksananya 
pelayanan 
dokumen 
pencatatan sipil

Dinas 
Kependudukan 
dan pencatatan 
Sipil

Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan 
Penduduk



1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Hasil Kegiatan

8

Tolok UkurTolak Ukur Target Tolok Ukur Target

OPD 
Penanggung 

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan

Target

No
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis 

Kegiatan

7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Kec. UH SIAK berfungsi 
dengan baik

100% 943,053,890 971,345,507

7.1 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kota Yogyakarta SIAK berfungsi 
dengan baik

100% 380,045,000 391,446,350

1. Laporan Inovasi Pelayanan  Administrasi 
Kependudukan

1 laporan

2. Jumlah Kerjasama Administrasi 
Kependudukan

4 Kerjasama

3. Frekuensi Sosialisasi Administrasi 
kependudukan

2 kali

4. Pengadaan sarpras kerjasama 
pelayanan administrasi kependudukan

4 Paket

7.2 Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan

Kota Yogyakarta 100% 563,008,890 579,899,157

1. Profil Perkembangan Penduduk Tahun 
2017

1 buku profil SIAK berfungsi 
dengan baik

2. Laporan Pengelolaan Data 
Kependudukan Tahun 2018

19 buku laporan ( 
bulanan, 
triwulan, 3. Web Adminduk yang Dikelola 1 web

4. Sarana dan Prasarana Pengelolaan 
Informasi Kependudukan

4 jenis

5. Frekuensi Pembinaan SDM Teknologi 
informasi dan komunikasi

4 kali

6. Laporan Pelayanan Pengelolaan 
Informasi Administrasi Kependudukan

11 laporan

3,473,658,800 3,577,868,564

Kepala
Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta

H. Sisruwadi, SH., M.Kn.
NIP. 19620204 198903 1 020

Dinas 
Kependudukan 
dan pencatatan 
Sipil

Dinas 
Kependudukan 
dan pencatatan 
Sipil
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